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Abstrak

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Sampang mencerminkan tantangan demokrasi yang
serius terutama dengan adanya dominasi kekuatan Blarer sebagai aktor lokal berotoritas informal.
Penelitian ini menganalisis dampak intimidasi Blater terhadap preferensi pemilih dalam Pilkada
Kabupaten Sampang dari perspektif psiko-sosial dan yuridis. Pendekatan fenomenologis digunakan
untuk menggali pengalaman subjektif masyarakat sementara pendekatan normatif membuka
implementasi regulasi hukum seperti UU No. 7 Tahun 2017 perubahan terhadap UU No. 10 Tahun 2016
tentang Pemilihan Kepala Daerah. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi
partisipatif, dan analisis dokumen yang dianalisis menggunakan Interpretative Phenomenological
Analysis (IPA). Hasilnya menunjukkan bahwa intimidasi Blater yang mencakup kekerasan simbolik,
ancaman verbal, hingga tekanan fisik menciptakan kecemasan dan ketakutan yang signifikan serta
menghilangkan kemandirian pemilih. Peraturan hukum yang ada belum efektif melindungi hak pilih
akibat lemahnya pengawasan dan implementasi di tingkat lokal. Studi ini menemukan bahwa tekanan
sosial yang dilegitimasi norma budaya lokal memperkuat dominasi Blater yang secara sistematis
merusak proses demokrasi. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman dinamika demokrasi lokal
dengan mengintegrasikan analisis psiko-sosial dan hukum. Rekomendasi mencakup perlunya reformasi
kebijakan, penguatan pengawasan hukum, dan pendidikan politik untuk meningkatkan kesadaran
masyarakat tentang pentingnya kebebasan memilih. Selain itu, sinergi antara pemerintah, masyarakat,
dan tokoh lokal diperlukan untuk menciptakan lingkungan politik yang inklusif dan bebas dari tekanan.
Penelitian ini memberikan wawasan baru untuk mendukung demokrasi yang partisipatif dan independen
di daerah dengan dominasi kekuasaan informal seperti Sampang.

Kata Kunci : Intimidasi Blater, preferensi pemilih, demokrasi lokal, psiko-sosial, regulasi hukum.

PENDAHULUAN penafsiran berbeda dari
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di penyelenggaraannya, sebab dalam
Indonesia merupakan kontestasi politik kontestasi politik di Indonesia tidak
lima tahunan dalam penyelenggaraannya, sepenuhnya pemilihan itu berujung kepada
dalam aspek pemilihan warga negara sistem yang benar-benar demokratis.
berhak menentukan legitimasi politik (Akhmad Rizal, 2022)

pasangan calon yang akan dipilih. Karena
masing-masing pemilih memiliki hak yang
sama untuk menentukan pilihan mereka,
Negara Indonesia yang menganut sistem
demokrasi  dalam  setiap  pemilihan
merupakan amanat  konstitusi  yang
prosedural. Misalnya Samuel P. Hutington
merekontruksikan tentang sistem
demokrasi pemilihan yang berujung kepada

Sistematika  intimidasi  politik dalam
Pilkada pada literatur ini akan fokus
menguraikan preferensi pemilih yang ada di
Kabupaten Sampang, sebab selain dijadikan
objek kajian dalam permasalahan, Sampang
yang keadaan sosiologisnya kental dengan
Elite Lokal menjadikan para pemilih tidak
bebas dalam menentukan pilihan mereka




masing-masing, intervensi/intimidasi dalam
pemilihan dan penyelenggaraan berujung
kali ditemukan pasca demokrasi lima
tahunan. Intimidasi ini selain merampas hak
pilih warga Sampang, juga sebagai
timbulnya kekerasan electoral.
(Mochammad Fajar Nur, 2024) termasuk
kekerasan dalam pilkada akan membuat
legitimasi masing masing elite local yang
akan menarasikan kekerasan budaya.
Dalam hal inilah negara perlu hadir,
masayarakat harus sadar dalam partisipasi
politik  untuk menjaga ruang-ruang
demokrasi agar  berjalan  dengan
kredibilitas. ("Idham, 2020)

Dalam aspek regulasi peraturan perundang-
undangan  prilaku  intimidasi/intervensi
terhadap pemilih merupakan perbuatan
yang dilarang, misalnya di regulasi Pemilu,
UU No. 7 tahun 2017 Pasal 531 frasa di
dalam UU tersebut menekankan seseorang
yang menghalang halangi untuk memilih.
Hal ini jika ditafsirkan secara yuridis
mengahalangi  halangi termasuk juga
prilaku intervensi/intimidasi kepada
masing-masing pemilih untuk menentukan
preferensi mereka masing-masing. (Irwan,
2019) Selain di UU Pemilu di atur juga di
UU Pilkada, Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2016 pasal 182A prilaku dari elite
local dalam hal ikhwal intimidasi
merupakan perbuatan melawan hukum
karena juga menghalang-halangi hak para
pemilih  untuk menentukan roda
kepemimpinan yang akan di dukung selama
periode yang sudah ditentukan. (Undang-
Undang No. 10 Tahun 2016.) maka dalam
karya ini para penulis menakar dua konsepsi
tentang intimidasi politik: pertama dalam
aspek hukum dan kedua aspek psikologis.

Selain tinjauan dari aspek hukum,
penguraian dari aspek psikologis yakni
untuk mengetahui latar belakang keputusan
para masyarakat Sampang dalam memilih
paslon pilkada 2024 serta mengetahui
dampak yang ditimbulkan dan pengaruh
yang diberikan intimidasi Blater terhadap

preverensi pemilih di Kabupaten Sampang.
Intimidasi yang dilakukan oleh sekelompok
orang yang memiliki kekuasaan dalam
sistem tatanan sosial di daerah Sampang
(Blater) ternyata berdampak pada psiko-
sosial masyarakat Sampang yang menjadi
pemicu dari preverensi dalam memilih
paslon pilkada 2024. Teori psiko-sosial
erikson merupakan kedua aspek penting
dalam perkembangkan manusia yang
meliputi segala hal yang berhubungan
dengan aspek psikologis manusia yang
mencakup pikiran, perasaan, emosi serta
aspek sosial yang meliputi interaksi,
pengalaman sosial, situasi sosial serta
komunikasi dengan orang lain (Ali Urodhi
DKK, 2024). Kedua aspek tersebut
berkaitan erat dan saling berhubungan antar
satu sama lain serta dapat dipengaruhi oleh
orang lain. Relevansinya teori tersebut
dengan konteks adanya Blater di Sampang
memberikan  pengaruh  kepada para
masyarakat dari aspek psikologis dan sosial
melalui intimidasi yang dilakukan sehingga
keputusan dalam memilih paslon pilkada
2024 berujung pada ketidakmandirian dan
tidak sesuai dengan yang diinginkan akibat
tekanan-tekanan tersebut. Hal ini yang
menjadikan tinjauan dari aspek psiko-sosial
menjadi hal krusial untuk bisa menemukan
faktor penyebab serta dampak dari
ketidakmandirian preverensi pemilih yang
dilakukan oleh Blater serta upaya koding
yang dilakukan oleh masyarakat untuk
menghadapi situasi intimidasi tersebut.

Kajian terdahulu menunjukkan bahwa
kekuatan elit lokal seperti Blater di Madura
memiliki  pengaruh  signifikan dalam
mengarahkan preferensi politik masyarakat
melalui mekanisme dominasi simbolik dan
koersif. Khoiri et al. (2024) menyoroti
bahwa peran Blater dalam politik lokal
sering kali dilegitimasi oleh norma sosial
yang menciptakan ketergantungan politik
yang  bertentangan  dengan  prinsip
demokrasi.  Haris et al. (2024)
menambahkan bahwa intervensi kekuasaan




informal ini berpotensi mengorbankan hak
pilih yang bebas dan mandiri, meskipun ada
regulasi seperti Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor
10 Tahun 2016 yang bertujuan melindungi
kebebasan pemilih (Purba, 2024). Namun,
kajian ini masih terbatas  dalam
menguraikan dampak psiko-sosial
intimidasi terhadap preferensi pemilih serta
relevansi implementasi regulasi hukum di
tingkat lokal.

Berbeda dari penelitian sebelumnya, studi
ini menawarkan perspektif interdisipliner
dengan mengintegrasikan analisis psiko-
sosial dan yuridis untuk memahami
bagaimana intimidasi Blater memengaruhi
preferensi pemilih di Kabupaten Sampang.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
peran dan dampak intimidasi Blater
terhadap preferensi pemilih, baik dari sisi
psikologis maupun sosial, serta
mengevaluasi efektivitas regulasi hukum
yang melindungi hak pilih masyarakat.
Dengan pendekatan ini, penelitian ini
diharapkan dapat memberikan kontribusi
baru dalam kajian politik lokal, terutama
dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang
menghambat proses demokrasi yang bebas
dan adil serta mengusulkan solusi untuk
mengatasi tantangan ini.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan
kualitatif dengan desain fenomenologis dan
normatif untuk mengungkap dinamika
intimidasi Blater dalam Pilkada Kabupaten
Sampang. Pendekatan fenomenologis
digunakan  untuk  menggali  makna
pengalaman subjektif masyarakat yang
mengalami intimidasi politik, sementara
pendekatan normatif berfokus pada analisis
regulasi hukum, seperti Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 dan Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2016 yang mengatur
pelanggaran terkait intimidasi terhadap
pemilih. Lokasi penelitian dipusatkan di
Kabupaten Sampang yang memiliki
struktur sosial dengan dominasi aktor

informal Blater. Partisipan dipilih secara
purposif mencakup pemilih yang mengaku
mengalami tekanan serta tokoh masyarakat
seperti kepala desa s setempat untuk
mendapatkan  pemahaman  mendalam
mengenai fenomena ini.

Pengumpulan data dilakukan melalui
wawancara mendalam, observasi
partisipatif,  dan studi dokumen.
Wawancara mendalam dirancang untuk
mengeksplorasi  pengalaman  pemilih,
persepsi mereka terhadap intimidasi, serta
dampaknya terhadap preferensi politik.
Observasi partisipatif digunakan untuk
mencatat pola interaksi sosial dalam
lingkungan masyarakat yang dipengaruhi
oleh Blater, sementara studi dokumen
difokuskan  pada  analisis  peraturan
perundang-undangan dan laporan Bawaslu
terkait pelanggaran dalam Pilkada. Data
yang dikumpulkan dianalisis menggunakan
interpretative  phenomenological analysis
(IPA), dengan langkah-langkah meliputi
pembacaan transkrip secara berulang,
identifikasi tema-tema utama dari narasi
partisipan, dan pengkodean tematik untuk
menemukan pola yang berkaitan dengan
dampak psiko-sosial intimidasi. Analisis
normatif dilakukan secara deduktif dengan
membandingkan regulasi hukum yang ada
dengan praktik lapangan untuk
mengidentifikasi kesenjangan antara aturan
dan implementasinya. Pendekatan ini
memberikan dasar yang kuat untuk
memahami bagaimana intimidasi Blater
memengaruhi preferensi pemilih, baik dari
perspektif psiko-sosial maupun yuridis
serta menawarkan wawasan baru bagi
pengembangan kebijakan yang mendukung
demokrasi lokal yang lebih inklusif dan
bebas dari tekanan politik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Esensi Intimidasi oleh Blater dalam
Pilkada Kabupaten Sampang
Proses pemilihan kepala daerah di
Kabupaten Sampang memperlihatkan




fenomena unik yang mencerminkan
tantangan besar dalam pelaksanaan
demokrasi. Salah satu aktor signifikan
yang memengaruhi dinamika politik
lokal adalah Blater. Blater merupakan
sebuah kelompok atau individu dengan
otoritas informal yang kuat dalam
struktur sosial masyarakat Madura
termasuk di daerah Sampang (Khoiri,
Ach, et al.). Blater memainkan peran
dominan dalam mengarahkan preferensi
politik masyarakat yang dilakukan
melalui intimidasi yang mengancam
keberlangsungan prinsip demokrasi
(Haris, Prisgunanto, 2024). Sampang
menjadi daerah dengan otoritas Blater
yang kuat sehingga keberlangsungan
kehidupan masyarakat yang mencakup
dengan konteks pilkada dipengaruhi
dengan kuat oleh kekuasaan Blater di
daerah setempat.

Blater merupakan aktor lokal yang
disegani sebab memiliki otoritas kuat
yang menggunakan otoritasnya tersebut
untuk memengaruhi perilaku politik
masyarakat melalui berbagai bentuk
kekuasaan koersif. Kekuasaan koersif
sebagaimana  didefinisikan  dalam
Coercive  Power Theory adalah
kemampuan  untuk  memengaruhi
tindakan orang lain melalui ancaman,
paksaan, atau kekerasan (Cheng, Ying-
Ni, et al.). Dalam konteks Pilkada
Sampang, intimidasi oleh Blater
mencakup ancaman verbal sampai fisik
langsung maupun kekerasan simbolik
(Nada, 2024). Kekerasan tersebut
menjadi sebuah rahasia umum sehingga
masyarakat yang lain hanya mampu
pasrah terhadap otoritas Blater sehingga
hal  tersebut  berdampak  pada
kemandirian masyarakat Sampang
dalam memilih pasangan calon pilkada
tahun 2024.

Hal tersebut sebab  masyarakat
didominasi dengan ketakutan akan
kekerasan simbolik yang dilakukan oleh
Blater. Pierre Bourdieu menjelaskan

kekerasan simbolik sebagai dominasi
yang dilegitimasi oleh norma sosial dan
budaya sehingga masyarakat cenderung
mematuhinya tanpa perlawanan terbuka
(Siswadi, 2024). Dalam konteks
pilkada, Blater menciptakan kondisi di
mana masyarakat merasa tidak memiliki
pilihan selain mengikuti arahan politik
yang diberikan.

Fenomena intimidasi tersebut juga
dapat dipahami melalui teori hegemoni
Antonio Gramsci (Indrawati, 2016).
Menurut Gramsci, hegemoni merujuk
pada dominasi suatu  kelompok atau
kelas sosial terhadap kelompok lainnya
yang tidak hanya dicapai melalui
kekerasan atau paksaan fisik tetapi juga
melalui pengendalian  budaya  dan
ideologi (IP, Bresca, 2024). Pengertian
tersebut menunjukkan bahwa kelompok
dominan  menciptakan  konsensus
dengan mempromosikan nilai-nilai dan
norma-norma sebagai pandangan dunia
yang diterima secara luas dalam
masyarakat.  Relevansinya  dalam
konteks Blater di daerah Sampang,
Blater tidak hanya memanfaatkan
paksaan fisik tetapi juga membangun
hegemoni melalui persetujuan sosial
yang diperoleh dari citranya sebagai
pelindung dan pemimpin tradisional di
daerah setempat.

Pengaruh Blater sebagai tokoh kunci
dalam komunitas memungkinkan ia
mendapatkan  loyalitas ~ masyarakat
meskipun cara-cara tersebut
bertentangan dengan prinsip demokrasi.
Kombinasi dominasi  koersif dan
legitimasi sosial tersebut memperkuat
kedudukan Blater dalam tatanan sosial
masyarakat Sampang. Hubungan antara
Blater dan masyarakat Madura juga
mencerminkan dinamika patron-klien
(Madani, 2024).

Dalam kerangka tersebut, Blater
bertindak ~ sebagai  patron  yang
menyediakan perlindungan dan sumber
daya sementara masyarakat sebagai




klien memberikan loyalitas politik
sebagai  bentuk  timbal  balik.
Ketergantungan tersebut diperkuat oleh
kondisi sosial-ekonomi yang rentan dan
Blater memanfaatkan hal tersebut
dengan memberikan ancaman verbal
apabila tidak mengikuti preverensi
paslon yang sesuai dengan yang
direkomendasikan Blater, maka
masyarakat  tersebut tidak  akan
diberikan bantuan seperti bantuan
makanan pokok. Hal tersebut didukung
dengan keadaan berdasarkan data
Kemendikbud ~ bahwa  mayoritas
masyarakat Sampang memiliki tingkat
pendidikan dasar atau tidak tamat
sekolah yang membuat mereka lebih
mudah dipengaruhi oleh tekanan sosial
dan  manipulasi  politik  (Adm
PortalData, 2024). Esensi kekuasaan
Blater tidak dapat dipisahkan dari
budaya lokal masyarakat Madura yang
menjunjung tinggi harga diri dan
memiliki rasa fanatisme yang kuat
terhadap suatu hal termasuk dalam
mendukung pasangan calon (paslon)
pilkada. Dalam konteks Pilkada 2024,
fanatisme tersebut yang menjadi
pemicu perselisihan internal hingga
menimbulkan intimidasi baik verbal
maupun fisik (War'i,).

Blater memanfaatkan  fanatisme
tersebut untuk memperkuat kontrolnya
dan memastikan masyarakat
mendukung paslon tertentu yang
mereka usung. Kekerasan yang
dilakukan baik secara langsung maupun
simbolik juga menjadi alat utama untuk
menegakkan otoritas mereka di tingkat
lokal. Contoh nyata dampak negatif
kekuasaan Blater terhadap demokrasi
lokal terlihat dalam Pilkada 2019 dan
2024. Pada Pilkada 2019, terjadi
kericuhan antara kelompok Blater dari
dua kubu paslon yang berujung pada
kekerasan fisik dan korban jiwa.
Kejadian serupa terulang pada Pilkada
2024, di mana pengeroyokan terhadap

masyarakat yang berbeda pandangan
politik menyebabkan kecemasan yang
meluas dan jejak traumatis bagi
masyarakat Sampang.

Kekerasan tersebut tidak hanya sebagai
simbol kekuatan Blater, tetapi juga alat
untuk memastikan kepatuhan
masyarakat terhadap arahan politik
yang telah ditentukan oleh Blater
tersebut. Praktik intimidasi oleh Blater
memiliki dampak luas terhadap struktur
demokrasi di Kabupaten Sampang.
Demokrasi yang idealnya memberikan
ruang bagi kebebasan memilih dan
partisipasi  politik  yang  mandiri
terganggu oleh dominasi kekuatan
informal tersebut. Hilangnya
kemandirian dalam memilih
mengakibatkan demokrasi di Sampang
tereduksi menjadi sebuah formalitas.
Masyarakat merasa tertekan dan
kehilangan  kepercayaan  terhadap
proses politik yang seharusnya menjadi
sarana untuk mengekspresikan aspirasi
secara bebas. Keberadaan Blater
sebagai aktor dominan dalam Pilkada
Sampang juga menimbulkan dampak
psiko-sosial yang signifikan. Ketakutan
akan  intimidasi dan  kekerasan
menciptakan suasana kecemasan yang
mengakar di masyarakat. Banyak warga
mengaku khawatir akan terjadinya
tekanan  hingga kekerasan  yang
berujung pada hilangnya nyawa selama
masa pilkada. Kecemasan tersebut
mempertegas peran Blater sebagai
ancaman terhadap tatanan kehidupan
sosial dan politik yang sehat.
Fenomena Blater dalam Pilkada
Kabupaten Sampang mencerminkan
tantangan besar bagi demokrasi lokal.
Dominasi kekuasaan koersif, hegemoni
sosial, dan hubungan patron-klien yang
melekat dalam budaya lokal menjadi
faktor utama yang menghambat
pelaksanaan demokrasi yang sejati.
Untuk menciptakan demokrasi yang
lebih  inklusif ~ dan  partisipatif,




diperlukan upaya sistematis untuk
mengurangi  pengaruh  kekuasaan
informal  seperti  Blater  melalui
pendidikan politik, peningkatan
kesejahteraan masyarakat, dan
penegakan hukum yang tegas terhadap
praktik intimidasi politik.

. Strategi Koping Pemilih dalam
Menghadapi Intimidasi Politik oleh
Blater

Blater telah membawa dampak yang
signifikan terhadap psiko-sosial
masyarakat Sampang yang berpengaruh
terhadap keputusan dan perilaku dalam
memilih pasangan calon pilkada 2024.
Dampak psiko-sosial yang dirasakan
mulai dari kecemasan, ketakutan,
kekhawatiran, stres, justifikasi, isolasi
sosial serta beban moral dan lainnya
menyebabkan terciptanya
ketidakmandirian ~ dalam  memilih
paslon pilkada pada tahun 2024. Hal
tersebut membawa dampak yang serius
baik terhadap mental para masyarakat
Sampang serta tatanan pemerintahan
yang akan datang yang akan
berpengaruh besar terhadap proses
berkehidupan para masyarakat
Sampang. Intimidasi yang dilakukan
oleh Blater dihadapi oleh para
masyarakat Sampang dengan
melakukan koping untuk tetap menjaga
kestabilan hidup dan keamanan serta
kesejahteraan.

Koping stres adalah proses kognitif dan
perilaku yang digunakan oleh individu
untuk mengatasi stres atau tekanan yang
dihadapi  dalam  situasi tertentu
(Fatirahma, N. and Hendriani, W.,
2025) seperti intimidasi dari Blater.
Menurut Lazarus dan Folkman, koping
stres  didefinisikan sebagai proses
psikologis yang melibatkan penilaian
dan respons terhadap situasi yang
dianggap menantang atau mengancam
(Savero, A.R. and Yushillia, V.A,
2025). Dalam konteks intimidasi politik
yang dilakukan oleh Blater, koping stres

menjadi penting karena pemilih perlu
mengelola emosi dan stres yang muncul
akibat tekanan dan kekuasaan yang
muncul pada pilkada tahun 2024. Proses
koping yang dilakukan oleh para
masyarakat Sampang memiliki satu
tujuan  yakni  untuk  mencapai
kesejahteraan hidup dan terhindar dari
problematika pilkada tahun 2024.
Namun, tujuan besar tersebut terbagi
dalam  tujuan-tujuan  kecil  yang
menyangkut paslon pilkada 2024.
Beberapa masyarakat memiliki tujuan
untuk terhindar dari ancaman verbal dan
fisik dari para Blater. Sedangkan
beberapa yang lain memiliki tujuan agar
bisa menggunakan hak pilih yang
dimiliki secara penuh dan mandiri atas
kehendak diri sendiri sebagai warga
negara. Perbedaan tujuan jangka pendek
tersebut dipengaruhi beberapa faktor
termasuk latar belakang pendidikan dan
lingkungan. Hal tersebut yang ikut
mempengaruhi  terhadap perbedaan
strategi  koping  yang  dilakukan
masyarakat ~ Sampang  berdasarkan
tujuan yang ingin dicapai.

Strategi koping yang dilakukan oleh
beberapa pemilih yakni dengan cara
koping emosional (Emotion-Focused
Coping). Koping emosional merupakan
strategi koping yang dilakukan individu
yang berfokus pada pengelolaan emosi
agar tidak terpengaruh oleh tekanan
intimidasi yang dilakukan oleh Blater.
Menurut Lazarus dan Folkman (1984),
strategi ~ Emotion-Focused — Coping
bertujuan untuk mengurangi emosi
negatif yang muncul akibat stres,
dengan cara seperti reinterpretasi
positif, penerimaan, dan dukungan
sosial (Arisandy, D. and Nurisyah,
R.U., 2025). Cara yang dilakukan oleh
masyarakat yang melakukan strategi
koping emosional yakni dengan
membagikan keluh kesah terhadap
orang terdekat serta saling memberikan




dukungan emosional antar satu sama
lain.

Selain itu, sosial media juga menjadi
tempat relaksasi untuk terhindar dari
kericuhan politik serta intimidasi dan
menjadi  hiburan  sebagai  upaya
melakukan koping emosional agar tidak
selalu tertekan dengan tekanan yang
diberikan  oleh  Blater. Koping
emosional  juga  sebagai  bentuk
pertahanan diri agar tidak ikut campur
dan tidak terlibat problematika politik
sebagai tujuan utama dari para
masyarakat Sampang. Selain itu,
beberapa masyarakat yang memiliki
kesadaran dan perhatian terhadap
politik mencoba mengkritisi dinamika
politik pada pilkada Sampang di tahun
2024 dengan melakukan koping
problematis (Problem-Focused
Coping).

Strategi dari  koping  problematis
tersebut melibatkan tindakan konkret
untuk mengatasi sumber stress dengan
merencanakan solusi (YULIANTO,
C.G., 2024). Dalam konteks Blater,
masyarakat berusaha untuk mengubah
situasi yang menimbulkan stres melalui
langkah-langkah aktif. Koping
problematis didominasi oleh pemilih
pemula yang memiliki latar belakang
pendidikan formal yang baik atau
berperan sebagai mahasiswa. Hal ini
disebabkan daya pikir kritis yang lebih
terasah  sehingga pemilih pemula
tersebut menjadi lebih peka terhadap isu
sosial. Hal tersebut menunjukkan
adanya perubahan dan jawaban dari
penelitian yang dilakukan Al-Faruqy
(2022) yang menyinggung bahwa
mahasiswa tidak lagi apatis terhadap
dunia politik.

Koping problematis juga sebagai
bentuk upaya terbebas dari tekanan
Blater dan mendapatkan hak dalam
preferensi pemilih secara mandiri tanpa
tekanan  apapun.  Strategi  yang
dilakukan oleh beberapa masyarakat

Sampang yang menerapkan koping
problematis yakni dengan mencari
informasi lebih lanjut tentang calon atau
situasi  politik  untuk  membuat
keputusan yang lebih baik serta
mengambil langkah-langkah untuk
melindungi diri dari intimidasi. Hal ini
menunjukkan adanya keberanian untuk
lebih  peduli dan peka terhadap
kemajuan Sampang agar terbebas dari
tekanan Blater pada pilkada yang akan
datang dan merupakan suatu tindakan
konkret untuk mengatasi masalah
tersebut.

Sedangkan beberapa masyarakat yang
lain yang memiliki latar belakang
pendidikan formal yang rendah memilih
untuk melakukan koping avoidant.
Koping avoidant atau aveidance coping
merupakan strategi  koping yang
dilakukan dengan cara peralihan atau
menghindar untuk melindungi diri dari
problematika yang dihadapi (Nabila
Silvia Sari, N., 2024). Sejalan dengan
situasi tersebut, beberapa masyarakat
memilih untuk menyelamatkan diri
dengan memilih untuk menghindari
situasi intimidasi dengan tidak terlibat
dalam kampanye politik atau menjauh
dari diskusi politik. Upaya menghindar
dari intimidasi Blater juga dilakukan
dengan  sikap  impulsif  dengan
mengiyakan tekanan yang diberikan
untuk memberikan hak suara kepada
paslon pilkada yang diusung oleh Blater
tersebut.

Hal tersebut bertentangan dengan hak
pemilih dalam menentukan preferensi
sesuai dengan pilihan pribadi. Beberapa
masyarakat Sampang yang lain juga
mengaku melakukan avoidance coping
dengan mengiyakan perintah Blater
pada proses kampanye dan penekanan
yang diberikan akan tetapi pada saat
proses pemilihan memberikan hak pilih
secara mandiri sesuai preferensi yang
diyakini. Hal tersebut juga berkaitan
erat pula dengan keyakinan masyarakat




bahwa pilihan merupakan hal privasi
sehingga bentuk avoidance coping yang
dilakukan juga dengan cara bungkam
dan diam serta merahasiakan pilihan.
Beberapa  strategi  koping  yang
dilakukan oleh para masyarakat
Sampang merupakan upaya mengurangi
dampak negatif terhadap perkembangan
psiko-sosial masyarakat akibat tekanan
dari Blater. Hal tersebut menjadi sangat
penting untuk mempertahankan
kemandirian dan integritas dalam proses
pemilihan. Selain itu juga merupakan
bentuk upaya pemberantasan adanya
intimidasi Blater agar tidak
menimbulkan konflik atau problematika
pada pilkada di masa yang akan datang.
Maka dari hal tersebut, perlu adanya
pemberian edukasi terhadap para
masyarakat Sampang untuk dapat lebih
peka dan peduli terhadap politik dengan
menerapkan koping problematis atau
problem-focused  coping  apabila
menghadapi situasi yang sama pada
pilkada yang akan datang agar dapat
menghadapi intimidasi Blater secara
bijak dan dapat menghentikan aksi
intimidasi yang dilakukan oleh Blater
tersebut.

. Telaah Yuridis Intimidasi Politik

oleh Blater di Pilkada Sampang

Pada tahun 2024 negara Indonesia
disibukkan dengan pesta demokrasi,
mulai dari pemilihan Presiden, DPR,
bahkan Pemilukada: pemilihan kepala
daerah dari tingkat Gubernur, Wali Kota
& Bupati. Pelaksanaan pesta demokrasi
ini merupakan proses politik dalam
penentuan pemimpin dari masing-
masing tingkatan. (Arditama dkk.,
2019)

Indonesia  sebagai negara  yang
demokrasi perlu adanya sistem
Pemilihan Kepala Daerah untuk
menjamin kepastian sistem
penyelenggaraan pemerintahan yang
baik, Pemilukada selain menjamin
tegaknya demokrasi juga berperan

sebagai tatanan pemerintah daerah agar
lebih baik yang sudah di amanatkan
oleh Konstitusi. (I Wayan Febrianto,
2020) Yakni Pasal 18 ayat (4) Undang-
Undang Dasar 1945, secara tegas di
dalam pasal tersebut pemilihan kepala
daerah  dipilih secara demokratis.
(Undang-Undang Dasar, 1945)
Pelaksanaan pemerintahan daerah juga
di amanatkan oleh Undang-Undang No.
23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah menegaskan di Pasal 1 ayat (2)
yakni pemerintahan daerah dibentuk
dengan tujuan melaksanakan prinsip
otonomi daerah demi terselenggaranya
pemerintahan yang maju. (Undang-
Undang No 23 Tahun 2014, t.t.)

Namun yang menjadi titik singgung
penyelenggaraan Pilkada ialah adanya
ketidak-sesuaian kualitas pemilihannya
yang kerap kali di intervensi oleh
berbagai holding sektor. Di sampang
misalnya yang kental dengan kekuatan
elit lokal membuat penyelenggaraan
Pilkada sangat jauh dari sistem yang
bersih dan prosedural, elit lokal
berperan aktif untuk intimidasi masing-
masing pemilih. Dalam konteks ini ialah
Blater yang kerap kali mempengaruhi
kualitas demokrasi, (Muh. Syamsuddin,
2015) karena Blater mendapatkan
mandat langsung oleh masing-masih
paslon untuk mendukungnya, hal ini
terjadi  karena struktur masyarakat
sampang sangat kental dengan sisi
sosial yang menjadikan sentralisasi
pemilihan kepala daerah terpengaruhi
oleh Blater. (Abd. Muni, 2024)

Indonesia sebagai Negara hukum
memiliki kekuatan hukum mengikat
terhadap penyelenggaraan Pemilihan
Umum (Pemilu) yang langsung, bebas,
rahasia, jujur, adil. Pasal 531 UU No. 7
Tahun 2017 merupakan naskah yuridis
yang melarang terhadap Intimidasi
kepada pemilih, bunyi pasal tersebut
“setiap  orang dengan  sengaja
menggunakan kekerasan menghalangi




seseorang untuk memilih, membuat
kegaduhan, atau mencoba
menggagalkan  pemungutan  suara
(putungsuara) dipidana paling lama 4
(empat) tahun dan denda sebanyak Rp.
48.000.000,00.” Untuk itu masing-
masing pemilih memiliki kepastian
dalam menyelenggarakan demokrasi,
dan bisa menyalurkan hak pilihnya
sesuai hati nurani. (Irwan, 2019)
Perbuatan Blater dalam intimidasi
pemilih secara regulasi melawan atas
kepastian hukum, karena atas
perbuatannya membuat masing-masing
pemilih acap kali apatis terhadap
demokrasi  yang  harus  dijaga.
Demokrasi yang sebenarnya berjalan
secara kompetitif yang didukung oleh
institusi serta menjamin atas hak asasi
manusia dalam memilih, akibat-nya
penyelenggaran Pilkada di Kabupaten
Sampang jauh dari kategori demokrasi
yang sejati. Jika hal ini tetap terjadi
ketika kontestasi lima tahunan maka
kualitas pemilu dan pemilih jauh dari
politik yang partisipatif, akhirnya
menggeser masyarakat  Kabupaten
Sampang menjadi jauh dari kategori
partisipasi politik yang tinggi karena
mereka sudah pasrah kepada elite lokal
yang akan meng-intimidasi. (Maulidan,
2025)

Pengelolaan pemilihan umum dalam
konteks Pilkada berlangsung secara
umum yang mana harus mengutamakan
prinsip integritas yang tinggi, seni
profesionalisme  dan  akuntabilitas.
Kekerasaan (chaos) dalam pemilihan
kepala daerah agar tidak terjadi harus
ada jaminan hak-hak demokrasi
pemerintah kepada rakyat. Pilkada bisa
dikatakan demokratis jika memenuhi
unsur-unsur: pelaksanaan secara global,
ckualitas, independensi, dan
transparansi. Jika ini sudah bekerja
dengan baik maka pelaksanaan Pilkada
tidak terjadi lagi intimidasi kepada
pemilih. (J. Tjiptabudy, 2009)

Pilar penting dari demokrasi ialah
budaya politik yang memungkinkan
bagi seluruh rakyat bebas memilih,
misalnya  teori  demokrasi  yang
dikenalkan oleh Abraham Lincoln “dari
rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat”, oleh
sebab itu rakyat bebas meng-
ekspresikan hak-hak mereka untuk
memilih masing masing pemimpin yang
mereka percayai. (Zamhasari, 2024)
David Held juga mendifinisikan sistem
demokrasi yang terpenting ialah seluruh
lapisan warga negara dijamin atas
kesetaraannya, kemerdekaan  dan
keadilan di sektor politik supaya mereka
bebas diperintah dan memerintah secara
bergilir. (Ahmad Sholikin, 2021)
Dalam pelaksanaan penghitungan dan
pemungutan suara serta penghitungan
suara hasil pemilihan masing-masing
pemilih di awasi oleh Bawaslu, tindakan
pengawasan ini secara yuridis ada di
Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun
2024 Pasal 3 ayat (1) huruf (g) namun
implemantasi di lapangan sangat
berbeda bahkan nuansa melenceng dari
aturan itu masih di normalisasikan. Hal
ini terjadi karena over power kekuatan
dan kekuasaan Blater di masing masing
wilayahnya sendiri untuk meng-
intimidasi masing-masing  pemilih.
Peranan  Bawaslu  juga  menjadi
indikator terpenting dalam
penyelenggaran Pilkada, agar
perjalanan tersebut memenuhi nuansa
asas-asas pilkada, yakni keadilan.
(Maulidan, 2025)

Telaah yuridis ini penting dilakukan
untuk mengetahui bagaimana regulasi
peraturan perundang-undangan terjaga
dan terjamin dalam pelaksanaannya,
agar implementasi dilapangan tidak
menyimpang. Tidak hanya itu karya ini
merupakan  buah  pikiran  agar
pelaksanaan Pilkada di tahun berikutnya
berjalan secara demokrasi serta tidak
menafikkan asas-asas pemilu yang ada.
Karena dalam perkembangan




demokrasi sesudah runtuhnya sistem
orde baru, nilai-nilai kedaulatan rakyat
menjadi sentralisasi dari kenegaraan
Republik Indonesia.

Landasan yuridis ini secara kodifikasi
hukum merupakan dinamisasi untuk
menyesuaikan kebutuhan yang ada di
masyarakat. Adanya regulasi
ditingkatan ~ Undang-Undang  dan
Peraturan di bawahnya, nyatanya
intimidasi politik dalam pemilihan itu
masih Terstruktur, Sistematis & Masif
kerap kali terjadi  dilingkungan
pedesaan terutama di Kabupaten
Sampang. Sebab kurangnya integritas
dan konsistensi pengawas Pemilukada
dalam menindak pelanggaran-
pelanggaran tersebut.

. Hambatan Penegakan Hukum dalam
Penanganan Intimidasi Politik di
Sampang

Sebagai negara hukum perlu adanya
jaminan yang mendukung dalam
penanganan pelanggaran, termasuk juga
dalam intimidasi politik di Pemilukada
yang ada di Sampang. Penyelesaian ini
merupakan ranah dari Badan Pengawas
Pemilu sebagai organ negara untuk
menciptakan proses Pemilukada yang
bersih dari pelanggaran. Tugas utama
dari Bawaslu  ialah  pencegahan
pelanggaran, penanganan pelanggaran,
serta memiliki kewenangan dari hasil
sengketa pemilihan. Secara
konstitusional ~Pemilukada sebagai
elemen penentu dari jalannya demokrasi
dalam Negara. (Akhmad Hairil Anwar,
2019)

Hambatan dalam penegakan hukum
intimidasi politik terletak pada tidak
adanya  kepastian hukum legal
certainity ~ yang mengikat dalam
penindakan  pelanggaran  tersebut,
sistematika penegakan hukum dalam
proses pemilihan kepala daerah
merupakan amanat konstitusi yang
harus dijaga agar lembaga Badan
Pengawas Pemilu (BAWASLU) dapat

menjalankan salah satu instrumen
penting dalam naskah konstitusi: Pasal
22E Ayat (1) UUD NRI 1945. (Putusan
Mahkamah Konstitusi, 2022) eksistensi
adanya peraturan perundang-undangan
yang mengatur pelanggaran dalam
Pemilukada menjadi unsur fundamental
dalam menegakkan integritas dalam
kerangka hukum, sebab jika hal itu tidak
di adakan peserta pemilih Pemilukada
menjadi ancaman yang potensial setiap
pemilihannya. (Topo Santoso, 2011)
Kabupaten Sampang dalam etnografi
menjadi kawasan yang rawan terjadi
pelanggaran dalam Pemilihan Umum
maupun Pemilihan Kepala Daerah,
keadan ini disebabkan tidak adanya
pemahaman politik yang demokratis,
kurangnya partisipasi masyarakat dalam
menjalankan kehidupan politik yang
dekat dengan instrumen meritokrasi,
fanatisme politik, kerap kali menjadikan
hambatan dalam proses penanganan
pelanggaran. adanya fanatisme tersebut
akan membuat polarisasi proses sosial
yang akan mempengaruhi pencalonan
yang aman dan damai. Data dari
Bawaslu  keadaan di  Kabupaten
Sampang menjadi wilayah merah dalam
Pemilihan Kepala Daerah
(Pemilukada). (Motif Pembacokan
Tewaskan Warga Sampang Diduga
Dipicu Masalah ,2024)
Dalam aspek penegakan hukum sangat
sulit jika keadaan suatu wilayah masih
sangat minim akan keadilan yang
substantif hingga imbasnya praktik-
praktik intimidasi atau intervansi
menjadi kebiasaan yang akan dilakukan
setiap pemilihan mendatang. Bahkan
jika mengacu kepada pendapat dari
Lawrence M. Friedman tentang teori
sistem hukum yang masih familiar
diterapkan di era transisi moder ini di
klasifikasikan sebagai berikut:
1) Legal Substansi: yakni isi norma
hukum yang berlaku di masyarakat
dengan keadaan yang berkembang




sangat jauh sisi penerapannya,
antara das sein dan das sollen sulit
dipahami masyarakat. Sehingga
faktor inilah yang menjadi problem
penegakan pidana Pilkada yang
masih carut marut penyelesaiannya,
selain hal tersebut jika masyarakat
tidak memahami bagaimana norma
hukum Pilkada di Undang-Undang
No. 10 Tahun 2016 secara holistik
dan substantif aneka keseragaman
pelanggaran dalam
penyelenggaraan  Pilkada masih
akan terjadi setiap lima tahunan.

2) Legal struktur: penempatan struktur
hukum itu ada batasan batasannya,
integritas penyelenggara misalnya
harus terus dijaga. Agar entitas
tentang  penyelesaian hambatan
penegakan hukum dalam konteks
Pilkada tidak hanya menjadi cita-
cita yang semata, sebagus apapun
aturan hukum tersebut jika tidak di
topang baik oleh aparat penegak
hukum (Polisi, Jaksa, Advokat,
Hakim) dan penyelenggara Pilkada
(KPU, Bawaslu, DKPP) menjadikan
keadilan yang jauh dari efektivitas.

3) Legal culture: keadaan masyarakat
di lingkungan juga harus dipahami
oleh penyelenggara dan aparat
penegak hukum, kebiasaan
masyarakat juga menjadi faktor
terpengaruh dalam proses
penegakan hukum Pilkada di
wilayah  masing-masing. Maka
dalam hal ini kultur akan menjadi
saling elaborasi terhadap
norma/aturan hukum yang
ada.(Sukawati Lanang P Perbawa,

2019)

SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian  ini  mengungkap  bahwa
intimidasi Blater dalam Pilkada Kabupaten
Sampang mencerminkan dinamika
kompleks yang memengaruhi kebebasan
dan  kemandirian preferensi  pemilih.
Dominasi  kekuasaan  Blater, yang

dilegitimasi oleh struktur sosial dan norma
budaya setempat menciptakan tekanan
psiko-sosial yang signifikan terhadap
masyarakat. Intimidasi ini mencakup
kekerasan simbolik, ancaman verbal,
hingga tekanan fisik yang menyebabkan
ketakutan, kecemasan, dan hilangnya
otonomi dalam menentukan pilihan politik.
Keberadaan Blater sebagai aktor informal
dengan  otoritas  kuat  menunjukkan
bagaimana praktik dominasi tradisional
dapat merusak prinsip demokrasi di tingkat
lokal.

Dari sisi hukum, regulasi seperti Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2016 telah
memberikan landasan untuk melindungi
hak pilih, tetapi implementasinya di
lapangan masih menemui berbagai kendala.
Kesenjangan antara norma hukum dan
praktik menunjukkan perlunya penguatan
mekanisme pengawasan dan penegakan
hukum, terutama di daerah yang memiliki
struktur sosial tradisional yang kuat seperti
Sampang. Ketidakmampuan regulasi untuk
mengatasi intimidasi politik secara efektif
menunjukkan pentingnya reformasi
kebijakan yang lebih adaptif terhadap
konteks lokal.

Penelitian ini memberikan kontribusi
akademik melalui integrasi pendekatan
fenomenologis  dan  normatif untuk
memahami fenomena intimidasi Blater dari
perspektif psiko-sosial dan hukum. Dengan
memberikan analisis mendalam tentang
pengalaman masyarakat yang terdampak,
penelitian ini menawarkan wawasan baru
tentang pentingnya pemberdayaan
masyarakat dan pendidikan politik untuk
menciptakan demokrasi yang lebih inklusif
dan partisipatif. Upaya kolektif yang
melibatkan pemerintah, tokoh masyarakat,
dan lembaga pengawas pemilu diperlukan
untuk mengurangi pengaruh kekuasaan
informal dan memastikan proses politik
yang bebas dari tekanan.




Untuk penyelenggara di Pemilihan Kepala
Daerah selanjutnya harus memperkuatkan
delapan kerja sistem dari pemilihan;
independen, imparsial, integeritas,
transparansi, efesiensi, profesionalisme,
pelayanan yang baik, akuntabilitas.
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